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Abstract: Nahzir waqf is responsible for maintaining and managing 
waqf property in accordance with its intended purpose. As per law 
number 41 of 2004, article 1 paragraph (4), the Nazhir is the recipient 

of waqf property and is entrusted with its management and 
development. The Nazhir plays a crucial role in the waqf system as they 
are essential for achieving the optimal utilization of waqf. This raises 
the question of the Nazhir's position in Law no. 41 of 2004 and the 
legal consequences for unregistered Nazhirs with the Ministry of 

Religion and the Indonesian Waqf Board. The legal theory employed 
in this context is the theory of legal consequences and the theory of legal 
certainty. The research methodology employed in this study is 
normative juridical research, which combines interviews with library 

law research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. 
The research approach encompasses the Statute Approach, Conceptual 
Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The technique 
used to gather legal materials involves identifying and cataloging 

positive legal rules, literature books, journals, and other relevant legal 
sources. The analysis of legal materials involves legal interpretation, 
systematic interpretation, and legal construction methods. The research 
findings regarding the position of Nazhir waqf in law no. 41 of 2004 

reveal that waqf land that fails to meet the required administrative 
provisions, as specified in the legislation, leads to inequality and 
imbalance in terms of legal certainty, especially when compared to waqf 
land that possesses proper certificates. Consequently, the legal 
consequence for a Nazhir who is not registered with the Ministry of 

Religion and the Indonesian Waqf Board is that their status as the 
manager of waqf land, without fulfilling the necessary administrative 
requirements stated in the legislation, results in inequality and 
imbalance in terms of legal certainty. 
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PENDAHULUAN 
Di Indonesia, kebebasan beragama dan saling menghormati antar umat beragama 

dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam adalah 

wakaf, yang merupakan amal kebajikan dengan dimensi sosial. Namun, implementasi 
wakaf di Indonesia belum tertib dan efisien, sehingga ada kasus-kasus terkait kepemilikan 

harta wakaf yang tidak terawat atau bahkan berpindah ke pihak ketiga. 
Dalam hukum Islam, terdapat beberapa cara untuk memperoleh hak atas tanah, 

salah satunya melalui wakaf. Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang digunakan 
untuk pengembangan kehidupan keagamaan umat Islam. Nazhir adalah pihak yang 
menerima harta wakaf dari wakif dan bertanggung jawab dalam memelihara dan 

mengurus harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf. Nazhir juga berhak menerima 
imbalan atas pengelolaan harta wakaf, tetapi tidak lebih dari 10% dari hasil bersih. 

Dalam rangka mengelola harta benda wakaf, Nazhir memiliki tugas untuk 
melakukan pengadministrasian, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf sesuai 

dengan tujuan dan fungsi wakaf tersebut. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung 
jawab dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf. Nazhir juga harus melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada BWI secara berkala. 

Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait wakaf, salah satunya adalah 
kurangnya pemenuhan persyaratan oleh Nazhir sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Nazhir harus terdaftar pada Kementerian Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama 
setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Nazhir memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 
Urgensi pada perlindungan harta benda wakaf dan pengaturan kedudukan nazhir 

yang tidak terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur mengenai hukum wakaf di 
Indonesia yang diidentifikasi dalam konteks hukum perdata: 

1. Perlindungan Harta Benda Wakaf: Urgensi yang terkandung dalam judul tersebut 
adalah perlindungan harta benda wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan 

umum. Hukum perdata memberikan landasan dan mekanisme perlindungan 
hukum bagi harta benda wakaf agar tidak disalahgunakan atau dikuasai oleh pihak 

yang tidak berhak. 
2. Kedudukan Nazhir: Nazhir adalah orang atau badan yang bertanggung jawab 

dalam mengelola dan mengurus harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. 

Urgensi yang terkait dengan kedudukan nazhir yang tidak terdaftar pada 
Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia adalah menentukan peran, 

tanggung jawab, hak, dan kewajiban nazhir yang tidak terdaftar secara resmi. 
Hukum perdata akan mempertimbangkan implikasi hukum dari kondisi tersebut. 

3. Kewenangan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia: Urgensi lainnya 

adalah meninjau kewenangan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia 
dalam mengatur wakaf, terutama terkait dengan nazhir yang tidak terdaftar. 

Hukum perdata dapat membahas batasan dan kewenangan lembaga tersebut dalam 
mengelola harta benda wakaf dan menetapkan prosedur untuk mendaftarkan 

nazhir. 
4. Implikasi Hukum: Dalam konteks hukum perdata, urgensi juga berkaitan dengan 

implikasi hukum yang timbul akibat ketidakterdaftaran nazhir pada lembaga yang 
berwenang. Hal ini dapat meliputi pertanyaan mengenai keabsahan tindakan 
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nazhir, kewajiban pelaporan, atau mekanisme pengawasan terhadap penggunaan 
harta benda wakaf. 

Dalam penelitian ini, lima tesis dijadikan pembanding untuk membedakan penelitian yang 
dilakukan. Berikut adalah ringkasan dari setiap tesis: 

1. Tesis oleh Adi Rohiman: Meneliti penyelesaian sengketa tanah wakaf Bondo 
Masjid Agung BKM Kota Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada proses 

penguasaan tanah wakaf dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus 
masjid agung BKM sebagai nazhir. 

2. Tesis oleh Agus Wibowo: Meninjau aspek hukum Islam terkait hilangnya status 

tanah wakaf Masjid At-Taqwa di Desa Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
Penelitian ini menyoroti peran kepala desa dalam memberikan izin peminjaman 

sebagian tanah wakaf masjid kepada SMPN 1 Kutowinangun dan sertifikasi tanah 

tersebut. 

3. Tesis oleh Ismawati: Meneliti penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Agung 
Semarang. Penelitian ini menyoroti pertukaran tanah yang melibatkan PT. S dan 
TS serta kendala dalam penyelesaian sengketa terkait kuasa mutlak nazhir dalam 

menjual atau memindah tangankan tanah wakaf. 
4. Tesis oleh Izzati Rizqi Annisa: Meneliti efektivitas mediasi dalam penyelesaian 

sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Qudus di Surakarta. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum efektif karena 

faktor kultur hukum dan keahlian mediator yang kurang memadai. 
5. Tesis oleh Nurul Aryati: Meneliti penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid 

Assegaf di Kotamadya Surakarta. Penelitian ini menyoroti peran Kementerian 

Agama Surakarta sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf. 
 

Dengan demikian, perlu adanya pemahaman yang baik tentang wakaf dan 
implementasinya agar harta benda wakaf dapat terkelola dengan baik sesuai dengan tujuan 

asalnya dan memberikan manfaat yang sesuai bagi umat dan masyarakat. 
 

LANDASAN TEORI   

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Undang-Undang ini 
merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Penelitian ini 
akan meneliti kedudukan nazhir yang tidak terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan 

Wakaf Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. 
 Kedudukan Nazhir dalam Wakaf: Konsep kedudukan nazhir mengacu pada peran 

dan tanggung jawab nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Penelitian ini akan 
menyoroti implikasi dari ketidakterdaftaran nazhir pada Kementerian Agama dan Badan 

Wakaf Indonesia terhadap kedudukan dan wewenang nazhir dalam mengelola harta 

benda wakaf terkait pendaftaran nazhir pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf 
Indonesia merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini 

akan mengkaji dampak ketidakterdaftaran nazhir terhadap pengakuan dan perlindungan 
hukum yang diberikan kepada nazhir dan Perlindungan Hukum atas Harta Benda Wakaf: 

Wakaf memiliki perlindungan hukum yang khusus untuk memastikan penggunaan dan 
pemeliharaan harta benda wakaf. Penelitian ini akan mengevaluasi perlindungan hukum 

yang diberikan terhadap harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak terdaftar 
kemudian Kewenangan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia: Kementerian 
Agama dan Badan Wakaf Indonesia memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur 
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pelaksanaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji hubungan antara nazhir 
yang tidak terdaftar dengan kewenangan lembaga-lembaga tersebut dalam mengawasi dan 

mengelola wakaf. 
Landasan teori ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk menganalisis 

dan menjelaskan situasi hukum yang berkaitan dengan kedudukan nazhir yang tidak 
terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia serta dampaknya 

terhadap harta benda wakaf, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf. 
    

METODE PENELITIAN   
Menurut Aslichati (2018), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh 

dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang 

dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. 
Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk 

melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu 
(Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan 
untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma 

hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau 
prinsip hukum (Marzuki 2010).   

   

HASIL DAN PEMBAHASAN   
Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Kedudukan Hukum Nazhir Yang Tidak 

Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Akibat Hukum Nazhir Yang Tidak 

Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Adanya 
Wakaf. 

Kedudukan Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan 

Badan Wakaf Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf   
Praktek wakaf dan perwakafan dalam masyarakat masih belum tertib dan efisien. 

Banyak kasus harta benda wakaf yang terlantar, tidak terpelihara, bahkan beralih kepada 

pihak ketiga secara melawan hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan Nazhir 
dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf. 
Pemerintah telah memberikan payung hukum dalam bidang perwakafan melalui 

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut 

menegaskan kedudukan Nazhir dalam perwakafan dan batasan imbalan yang 
diperbolehkan untuk Nazhir dalam mengelola harta wakaf. Namun, batasan imbalan bagi 

Nazhir masih belum jelas dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. 
Nazhir memiliki peranan penting dalam proses perwakafan. Harta benda wakaf 

harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan yang dimaksudkan dalam Akta 
Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama 
Nazhir tidak menunjukkan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf tersebut, dan 

pergantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan harta wakaf. 
Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat bagi 

Nazhir perseorangan meliputi menjadi warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, 
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amanah, mampu secara rohani dan jasmani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan 
hukum. Organisasi dan badan hukum juga harus memenuhi persyaratan tertentu. 

Pengangkatan Nazhir dapat dilakukan seumur hidupnya untuk mengelola tanah wakaf. 
Jika Nazhir berhenti dari kedudukannya, Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor 

Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia memiliki wewenang 
untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian Nazhir. 

Kasus penyalahgunaan pengelolaan tanah wakaf terjadi karena kepercayaan 
masyarakat yang terlalu besar kepada satu Nazhir dan kurangnya pengawasan yang jelas. 
Untuk menghindari penyalahgunaan, perlu adanya pembatasan waktu bagi kedudukan 

Nazhir dalam mengelola tanah wakaf, misalnya dua periode atau selama sepuluh tahun. 
Penggantian Nazhir dilakukan dengan memperhatikan peruntukan harta benda wakaf 

yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Kewenangan untuk mengganti Nazhir 

terletak di Badan Wakaf Indonesia (BWI), bukan dalam kewenangan Kementerian 

Agama. 
Dalam keseluruhan, untuk meningkatkan tata kelola wakaf dan perwakafan, perlu 

peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf, pengawasan yang lebih ketat, 

pembatas. Bahwa praktik wakaf dan perwakafan dalam masyarakat yang masih belum 
tertib dan efisien memiliki beberapa implikasi yang dapat dianalisis. 

Pertama, masalah yang dihadapi dalam praktik wakaf dan perwakafan adalah 
banyaknya kasus harta benda wakaf yang terlantar, tidak terpelihara, bahkan beralih 

kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya 
kemampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf. Implikasinya 

adalah perlunya langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengelola dan memperkuat 
pengawasan terhadap praktik wakaf. 

Kedua, pemerintah telah memberikan payung hukum melalui Undang-Undang 
No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk mengatur praktik perwakafan. Namun, terdapat 

kekurangan dalam batasan imbalan yang diperbolehkan untuk Nazhir dalam mengelola 
harta wakaf, yang masih belum jelas dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum 
Islam. Implikasinya adalah perlunya penyelesaian peraturan yang lebih rinci dan jelas 

untuk memastikan tata kelola yang baik dalam praktik wakaf. 
Ketiga, peran Nazhir dalam perwakafan sangat penting. Nazhir bertanggung jawab 

untuk mendaftarkan harta benda wakaf atas namanya, namun ini tidak menunjukkan 
kepemilikan atas harta wakaf tersebut. Selain itu, pergantian Nazhir tidak mengakibatkan 

peralihan kepemilikan harta wakaf. Implikasinya adalah perlunya peningkatan 
pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peran dan kewajiban Nazhir dalam menjaga 
harta benda wakaf. 

Selanjutnya, dalam hal pengangkatan dan penggantian Nazhir, terdapat 

persyaratan yang harus dipenuhi baik bagi Nazhir perseorangan maupun 

organisasi/badan hukum. Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk 
mengusulkan pemberhentian dan penggantian Nazhir. Implikasinya adalah perlunya 

mekanisme yang lebih terstruktur dan jelas dalam proses pengangkatan dan penggantian 
Nazhir. 

Terakhir, untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan tata kelola wakaf, 

diperlukan pembatasan waktu bagi kedudukan Nazhir dalam mengelola tanah wakaf, 
seperti dua periode atau selama sepuluh tahun. Selain itu, pemahaman masyarakat perlu 

ditingkatkan, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan, dan perlu melibatkan Badan 
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Wakaf Indonesia dalam penggantian Nazhir. Implikasinya adalah perlunya langkah-
langkah konkret untuk memperbaiki sistem tata kelola wakaf dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan praktik wakaf. 
Praktik wakaf dan perwakafan, seperti harta wakaf yang terlantar dan 

penyalahgunaan pengelolaan, menunjukkan kebutuhan akan perbaikan dalam tata kelola 
wakaf. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah dapat diambil: 

1. Peningkatan pemahaman masyarakat: Dalam memperbaiki tata kelola wakaf, 
penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, fungsi, dan 
tujuan perwakafan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang 

melibatkan masyarakat luas, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial. 
2. Penguatan pengawasan: Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk 

mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf. Organisasi dan 

lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia, perlu memiliki peran yang lebih 

aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perwakafan. 
3. Peraturan yang lebih jelas: Perlu adanya peraturan yang lebih rinci dan jelas terkait 

dengan batasan imbalan yang diperbolehkan bagi Nazhir dalam mengelola harta 

wakaf. Peraturan tersebut dapat diintegrasikan dalam Peraturan Pemerintah dan 
Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi praktik 

perwakafan. 
4. Mekanisme pengangkatan dan penggantian Nazhir yang terstruktur: Penting untuk 

memiliki mekanisme yang terstruktur dan transparan dalam proses pengangkatan 
dan penggantian Nazhir. Keterlibatan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga 
yang berwenang dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian Nazhir 

dapat memastikan adanya proses yang adil dan bertanggung jawab. 
5. Pembatasan waktu bagi kedudukan Nazhir: Untuk menghindari penyalahgunaan 

kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, 
dapat dipertimbangkan pembatasan waktu bagi kedudukan Nazhir dalam 

mengelola tanah wakaf, seperti dua periode atau selama sepuluh tahun. 
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola wakaf dan perwakafan dapat 

ditingkatkan, harta benda wakaf dapat terpelihara dengan baik, serta peran dan fungsi 

wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

Akibat Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan 

Wakaf Indonesia Sehubungan Adanya Wakaf  
Pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh lembaga sosial membutuhkan 

manajemen yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan umat 
Islam secara khusus. Dalam negara-negara Islam, harta wakaf berada di bawah tanggung 

jawab pemerintah sebagai pengelola umum (Nazhir). Nazhir dapat mengangkat Nazhir 
khusus (pengelola khusus) yang memenuhi syarat untuk mengelola harta wakaf di bawah 

pengawasan Nazhir. Nazhir bertugas menyalurkan hasil wakaf kepada mustahik atau 
maukuf‘alaih sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh si wakif (orang yang 
mewakafkan), seperti untuk kepentingan masjid, majelis taklim, fakir miskin, dan anak 

yatim. Nazhir juga memiliki wewenang untuk menambah aset wakaf guna meningkatkan 
penghasilan harta wakaf. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa 
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip syariah dan secara produktif. Jika diperlukan penjamin, digunakan lembaga 
penjamin syariah. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nazhir dapat 
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melakukan pengumpulan, investasi, produksi, perdagangan, pertambangan, dan usaha 
lainnya yang sesuai dengan syariah. 

Pengelolaan tanah wakaf sangat penting dilakukan dengan tepat dan produktif 
untuk memajukan perekonomian umat Islam. Status dan keberadaan tanah wakaf harus 

memiliki kepastian agar tidak menimbulkan sengketa dalam pengelolaannya. Tanah 
wakaf harus merupakan tanah hak milik yang dapat diwakafkan, dan jika belum memiliki 

sertifikat hak milik, harus ditingkatkan statusnya terlebih dahulu. 
Dalam hal pelanggaran peraturan perwakafan tanah, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 mengatur sanksi pidana. Pasal 14 menyebutkan perbuatan-

perbuatan yang melanggar ketentuan perwakafan tanah, seperti mewakafkan tanah tanpa 
akta ikrar wakaf, tidak mendaftarkan diri sebagai Nazhir, melalaikan kewajiban 

pengawasan, dan melaksanakan perwakafan tanah secara tidak sesuai dengan ketentuan. 

Pasal 15 menyebutkan bahwa jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, tuntutan 

pidana dapat dilakukan terhadap badan hukum dan mereka yang memberi perintah atau 
bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian 
tersebut. 

Dalam rangkuman keseluruhan, pengelolaan tanah wakaf perlu dilakukan dengan 
manajemen yang baik agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum dan umat Islam 

secara khusus. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur pengelolaan harta wakaf 
secara syariah dan produktif. Tanah wakaf dan pentingnya manajemen yang baik untuk 

memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan umat Islam secara 
khusus. Pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh Nazhir (pengelola umum) yang dapat 
mengangkat Nazhir khas (pengelola khusus) yang memenuhi syarat. Nazhir bertanggung 

jawab untuk menyalurkan hasil wakaf sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh si wakif 
(orang yang mewakafkan) untuk kepentingan masjid, majelis taklim, fakir miskin, anak 

yatim, dan sebagainya. Nazhir juga berwenang untuk menambah aset wakaf guna 
meningkatkan penghasilan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

mengatur pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah, 
dengan fokus pada wakaf produktif. 

Pentingnya pengelolaan tanah wakaf secara tepat dan produktif dikaitkan dengan 

perkembangan perekonomian umat Islam. Penting juga untuk memastikan bahwa tanah 
wakaf memiliki kepastian status dan tidak menimbulkan sengketa dalam pengelolaannya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa tanah hak milik dapat 
diwakafkan, dan jika tanah tersebut belum memiliki sertifikat, statusnya harus 

ditingkatkan terlebih dahulu menjadi hak milik sebelum diwakafkan. 
Dalam hal pelanggaran peraturan perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 memberikan ketentuan pidana. Pasal 14 dan Pasal 15 dalam 

peraturan tersebut menjelaskan jenis perbuatan yang dianggap pelanggaran, seperti 

mewakafkan tanah tanpa prosedur yang benar, tidak melaporkan kekayaan wakaf, atau 

melakukan perubahan tanpa persetujuan yang diperlukan. Jika pelanggaran dilakukan 
oleh badan hukum, tuntutan pidana dan tindakan tata tertib dapat dijatuhkan terhadap 

badan hukum dan pihak-pihak yang terlibat. 
Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf secara baik dan produktif sangat 

penting untuk memastikan pengembangan harta wakaf yang dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat umum dan umat Islam secara luas. 
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KESIMPULAN   
Bahwa Kedudukan Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian 

Agama Dan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 
Tentang Wakaf bahwa tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif 
sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan 

ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal kepastian hukumnya jika dibandingkan 
dengan tanah wakaf yang mempunyai sertifikat atau yang sudah memenuhi seluruh syarat 

adminisratifnya. Tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait tanah wakaf 
dalam hal ini sertifikat wakaf, menyebabkan kedudukan tanah wakaf tidak cukup kuat 

secara yuridis karena ada alat bukti yang merupakan jaminan bagi kepastian hukum atas 
tanah wakaf. 

Akibat Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan 

Wakaf Indonesia sehubungan adanya wakaf bahwa Nazhir sebagai  pengelola tanah wakaf 

yang tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana ditegaskan dalam peraturan 

perundang-undangan menyebabkan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal 
kepastian hukumnya, sesuai dari ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 

42 tahun 2006, bahwa bila perbuatan pelanggaran peraturan perwakafan tanah milik 
dimaksud diatas dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, maka tuntutan pidana 

dilakukan serta tindakan tata tertib dijatuhkan. Dengan adanya ketentuan pidana 
dimaksud, pelaksanaan perwakafan tanah sudah ditentukan secara pasti dimana 
penyimpangan terhadap ketentuan perwakafan tanah tersebut sudah dapat dituntut 

sebagai tindak pidana. Sanksi pidana juga terdapat sanksi administratif yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 seperti peringatan tertulis, penghentian 

sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah 
dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW  
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